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BABI1

SEJARAH LAHIRNYA HUKUM PERLINDUNGAN
ANAK DI INDONESIA

Sejarah perlindungan anak di Indonesia berkembang melalui
berbagai peristiwa dan peraturan yang penting, yang mencerminkan
komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak. Berikut
adalah beberapa peristiwa penting yang membentuk perjalanan
perlindungan anak di Indonesia.

1. Declaration of The Rights of The Child (1923)

Pada tahun 1923 Eglantyne Jebb, seorang aktivis Inggris,

menyusun deklarasi ini, yang dikenal sebagai deklarasi pertama

yang mengakui hak-hak anak. Meskipun belum mengikat secara
hukum, deklarasi ini memberikan pengaruh besar terhadap
kesadaran global tentang pentingnya perlindungan anak.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

Indonesia mengeluarkan undang-undang ini sebagai dasar

hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak.

Undang-undang ini menjadi landasan bagi berbagai kebijakan

yang mengatur hak-hak anak, meskipun beberapa aspek

perlindungan anak masih terbatas pada masa itu.
3. Konvensi Hak Anak (KHA) (1990)

Padatahun 1990, Indonesia meratifikasi KHA yang disahkan oleh

PBB. Konvensi Hak Anak merupakan dokumen internasional

yang mengikat secara yuridis dan menetapkan standar global

mengenai hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, berkembang,
berpartisipasi, dan terlindungi dari eksploitasi. Ratifikasi ini
menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi anak
sesuai dengan standar internasional.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang ini merupakan langkah lebih lanjut dalam

mengadopsi prinsip-prinsip KHA ke dalam hukum nasional

Indonesia. Undang-undang ini memberikan jaminan
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perlindungan lebih kuat bagi anak, serta menetapkan negara
sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan
hak anak.
5. Revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014
Pada tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
direvisi untuk memperbarui kebijakan dan prosedur terkait
perlindungan anak. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat
perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan, eksploitasi,
serta meningkatkan partisipasi anak dalam pengambilan
keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak
Undang-undang ini mengatur sistem peradilan yang
lebih ramah anak dan memberikan perlindungan lebih bagi
anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini meliputi
mekanisme peradilan, yang memperhatikan kepentingan
anak, dan menghindari hukuman yang tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan anak.

Secara keseluruhan, perlindungan anak di Indonesia mencakup
berbagai upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat. Melalui kebijakan,
peraturan hukum, dan komitmen internasional, Indonesia berusaha
menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-
anak. Kasus Robot Gedek yang terjadi antara tahun 1994 hingga 1996,
merupakan salah satu tragedi kekerasan seksual pada anak yang
sangat mengerikan, dan mengundang perhatian luas di Indonesia.
Dalam kasus ini seorang gelandangan bernama Siswanto yang dikenal
dengan julukan Robot Gedek, terbukti melakukan tindak kejahatan
yang sangat kejam. Ia telah melakukan sodomi terhadap 12 anak laki-
laki, yang sebagian besar berasal dari kalangan yang sangat rentan,
seperti anak-anak jalanan atau anak yang hidup dalam kemiskinan.
Tidak hanya melakukan kekerasan seksual, namun juga membunuh
sebagian dari korban tersebut. Kasus ini menjadi salah satu contoh
tragis dari pelanggaran terhadap hak-hak anak, di mana kekerasan,
penganiayaan, bahkan pembunuhan tidak hanya merusak fisik dan
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mental anak-anak tersebut, tetapi juga menghancurkan masa depan
mereka.

Robot Gedek menjadi simbol dari kegagalan dalam
perlindungan anak di masa itu, meskipun Indonesia sudah
meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, dan memiliki
kewajiban hukum untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk
kekerasan maupun eksploitasi. Kejadian ini menyoroti pentingnya
implementasi yang lebih serius terhadap upaya perlindungan anak,
serta perlunya sistem yang lebih efektif dalam mencegah kekerasan
terhadap anak-anak. Masyarakat dan pemerintah Indonesia
kemudian makin menyoroti pentingnya penanganan kasus-kasus
kekerasan terhadap anak, dengan pendekatan yang lebih sistematis
dan lebih sensitif terhadap kebutuhan anak, termasuk dalam
bidang hukum, pendidikan, dan perlindungan sosial. Upaya yang
lebih intensif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan terus
dilakukan, meskipun masih ada tantangan besar dalam upaya
mengatasi fenomena ini. Dengan makin banyaknya kasus yang
terungkap, termasuk kasus Robot Gedek, masyarakat mulai mendesak
pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada masalah
kekerasan seksual terhadap anak, serta memperkuat sistem hukum
dan kebijakan perlindungan anak. Kasus Robot Gedek memberikan
dampak yang mendalam terhadap kesadaran masyarakat dan
pemerintah Indonesia tentang pentingnya perlindungan anak,
khususnya dari kekerasan seksual. Kejadian mengerikan tersebut
menyentak publik, dan menunjukkan betapa minimnya peran
negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak,
yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama negara. Sebagai
respons terhadap masalah ini dan untuk memperkuat perlindungan
terhadap anak-anak, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Salah satu
ketentuan penting dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal
81 Ayat 1 yang mengatur ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan
seksual terhadap anak, yaitu hukuman penjara maksimal 15 tahun,
dan minimal tiga tahun, serta denda maksimal Rp300 juta.! Meskipun

1  Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 mengatur ancaman
pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu perkosaan: Setiap
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini memberikan landasan
hukum yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan,
faktanya kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat.

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus
meningkat di Indonesia, seperti Polres Metro Kota Tangerang
telah menetapkan Sudirman (49), Yusuf Bachtiar (30) dan Yandi
Supriyadi (28) sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual
terhadap anak-anak panti asuhan di Tangerang, Banten tahun 2024.
Sudirman adalah pimpinan panti yang disebut polisi telah beroperasi
sejak Mei 2006 tanpa izin.? Sementara itu, Yusuf dan Yandi adalah
pengurus panti, keduanya diduga merupakan korban pelecehan oleh
Sudirman, yang kemudian berbalik menjadi pelaku, menunjukkan
betapa seriusnya ancaman kekerasan seksual terhadap anak-anak di
Indonesia. Kasus-kasus ini bukan hanya mengguncang publik, tetapi
juga mempertegas betapa pentingnya penegakan hukum yang lebih
ketat, dan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak. Sebagai
respons terhadap meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual
tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-
undang ini menguatkan sanksi untuk pelaku kekerasan seksual
terhadap anak, dengan tujuan memberikan efek jera yang lebih besar
dan meningkatkan perlindungan anak.

Salah satu perubahan penting dalam Undang-undang Nomor
35 Tahun 2014 adalah penegasan dan penambahan sanksi pidana
bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 81 undang-
undang ini mengatur bahwa para pelaku dapat dikenakan pidana
penjara paling singkat lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar,
yang jauh lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana yang
ada dalam undang-undang sebelumnya. Peningkatan hukuman
ini bertujuan untuk memberikan sinyal tegas bahwa kekerasan

orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain, dipidana dengan pidana penjara. Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang
Perlindungan Anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Artinya, tidak
ada keharusan bagi korban untuk melaporkan tindak pidana ini.

2 Tanpa nama (tanpa tahun). Tanpa Judul. (Online), tersedia di: https://www.bbc.
com/indonesia/articles/c4g57kz79dgo, diakses pada tanggal 5 Januari 2025.




Ali Ummar Ritonga, Nadia Rizki Azmi Harahap 5

seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sangat serius, dan
harus dihadapi dengan hukum yang lebih keras.* Namun meskipun
terdapat perubahan undang-undang dan penambahan sanksi yang
lebih berat, tantangan besar masih ada dalam penegakan hukum dan
pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Penting bagi seluruh
elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, keluarga, dan
pemerintah, untuk bekerja sama dalam mencegah kekerasan terhadap
anak, memberikan pendidikan tentang hak anak, serta menciptakan
lingkungan yang aman bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang,
tanpa takut akan ancaman kekerasan. Selain itu, penegakan hukum
yang cepat dan efektif tetap menjadi kunci untuk menghukum pelaku
kejahatan seksual, dan memberikan rasa aman bagi anak-anak di
Indonesia.*

3 Lebih lanjut, Pasal 81 ayat (2) menyatakan ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat
(3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,
pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani
perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-
sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang dimaksud pada
ayat (1). Pasal 81 ayat (4) selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan
kepada pelaku yang pernah dipidana, karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Pasal 81 ayat (5) dalam hal tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, menimbulkan korban lebih
dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,
terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,
maka pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10
(sepuluh) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 81 ayat (6) selain
dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat
(5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas
pelaku. Pasal 81 ayat (7) terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5), dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat
pendeteksi elektronik. Pasal 81 ayat (8) tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat
jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pasal 81 ayat (9) pidana tambahan dan
tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

4 Saraswati, R. (2015). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Cetakan ke-2).
Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 105.
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Faktor yang mendasari maraknya kekerasan seksual terhadap
anak masih kompleks, melibatkan masalah sosial, budaya, ekonomi,
dan pendidikan. Penegakan hukum yang lebih tegas, serta pendekatan
pencegahan yang lebih efektif, menjadi kunci untuk mengatasi
masalah ini. Selain itu, pendidikan yang lebih intensif tentang hak
anak, kesadaran sosial, dan partisipasi masyarakat juga sangat
penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
Kekerasan seksual terhadap anak-anak, terutama dengan keterlibatan
banyak pelaku seperti dalam kasus di atas juga menyoroti masalah
ketidakmampuan sistem untuk mencegah tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh kelompok atau individu dengan kekuasaan atau
pengaruh tertentu. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih komprehensif
dan efektif, serta koordinasi antara lembaga negara, masyarakat, dan
lembaga pendidikan, sangat diperlukan untuk melindungi anak-
anak dari ancaman kekerasan seksual. Sebagai respons terhadap
meningkatnya kekhawatiran publik pada 2016, Presiden Joko Widodo
menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua
dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Perppu ini bertujuan untuk memperkuat lagi sanksi bagi pelaku
kekerasan seksual terhadap anak, dengan mengintroduksi beberapa
hukuman tambahan yang lebih tegas bagi pelaku kejahatan seksual
terhadap anak.®

Salah satu langkah penting yang diambil dalam perppu ini
adalah penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan
seksual terhadap anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan

5  Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah perubahan kedua dari Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Perppu ini kemudian
ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Perubahan yang
dilakukan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 antara lain, menambah pidana
pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup; menambah pidana
tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; dan menambahkan ketentuan
mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik,
dan rehabilitasi. Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 81 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi: “setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000”
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efek jera yang lebih besar mengingat dampak kekerasan seksual
pada anak sangat merusak, baik secara fisik maupun psikologis.
Selain itu, pemerintah juga menekankan perlunya pendaftaran
pelaku kejahatan seksual dan pembatasan mereka untuk berinteraksi
dengan anak-anak setelah menjalani hukuman. Penting untuk dicatat
bahwa meskipun perppu Nomor 1 Tahun 2016 membawa perubahan
signifikan dalam hal hukuman, ada juga kritik terhadap kebijakan
hukuman kebiri. Beberapa pihak, termasuk dari kalangan kriminolog,
merasa bahwa hukuman semacam itu tidak selalu efektif dalam
mengurangi angka kejahatan seksual, dan malah bisa berdampak
pada pelanggaran hak asasi manusia. Namun di tengah perdebatan
tersebut, jelas bahwa tindakan cepat dan tegas dari pemerintah dalam
merespons kekerasan seksual terhadap anak adalah langkah yang
sangat penting. Dengan adanya perubahan undang-undang dan
penambahan sanksi, pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk
memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dari kejahatan
seksual yang makin marak. Koordinasi yang lebih baik antara
lembaga pemerintah, pendidikan masyarakat, dan keluarga, tentang
pentingnya perlindungan anak, juga sangat diperlukan agar anak-anak
bisa tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat. Perppu itu
memuat pemberatan hukuman bagi pemerkosa anak, mulai pidana
penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, penjara
seumur hidup, hukuman mati, hingga penambahan hukuman, seperti
kebiri kimia, pengungkapan identitas, dan pemasangan alat deteksi
elektronik atau cip pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.®

A. Deklarasi Hak Anak

Rancangan deklarasi hak anak yang dibuat oleh Eglantyne
Jebb pada tahun 1924 merupakan langkah awal yang sangat penting
dalam perjuangan global untuk melindungi hak-hak anak. Deklarasi
ini berisi prinsip-prinsip dasar yang mengakui kebutuhan dan hak
anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi,
dan pengabaian. Meskipun pada saat itu deklarasi ini belum mengikat
secara hukum, pengaruhnya besar dalam menciptakan kesadaran

6  Remalia. (2008). Sejarah Hak Anak. (Online), tersedia di: https://pedulihakanak.
wordpress.com/2008/11/20/sejarah-hak-anak/, diakses pada tanggal 5 Januari
2025.
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global tentang pentingnya melindungi hak-hak anak. Pada tahun
1924, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) mengadopsi rancangan deklarasi
ini, dan mengubahnya menjadi Deklarasi Jenewa tentang Hak Asasi
Anak.” Deklarasi ini menjadi dokumen pertama yang mengatur
perlindungan hak anak secara internasional, meskipun masih bersifat
non-binding. Deklarasi Jenewa memberikan perhatian utama pada
kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan
dan eksploitasi, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan
kesehatan yang baik. Pada tahun 1946 setelah berakhirnya Perang
Dunia II, kondisi anak-anak di Eropa sangat memprihatinkan, banyak
dari mereka yang kehilangan orang tua dan hidup dalam kondisi yang
sangat sulit. Dalam merespons krisis ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) membentuk United Nations Children’s Fund (UNICEF). UNICEF
didirikan dengan tujuan memberikan bantuan darurat kepada anak-
anak yang terkena dampak perang di Eropa dan negara-negara lain,
yang mengalami kerusakan akibat konflik. Organisasi ini menjadi
salah satu badan PBB yang paling dikenal dalam upaya global untuk
meningkatkan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia.

Seiring waktu, hak asasi anak terus mengalami kemajuan.
Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hak anak secara
internasional adalah Konvensi Hak Anak (KHA), yang diadopsi
oleh PBB pada tahun 1989. Konvensi Hak Anak adalah dokumen
internasional pertama yang secara formal mengatur hak-hak anak
secara terperinci, mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang,
berpartisipasi dalam masyarakat, serta hak untuk dilindungi dari
segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia
sendiri meratifikasi KHA pada tahun 1990 sebagai bukti komitmennya
untuk melindungi hak-hak anak di negara ini. Secara keseluruhan,
perjalanan hak asasi anak sejak deklarasi yang diciptakan oleh
Eglantyne Jebb hingga pembentukan UNICEF dan ratifikasi KHA,
mencerminkan kemajuan signifikan dalam perlindungan anak.
Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat pengakuan atas hak
anak, tetapi juga menuntut negara-negara di dunia untuk mengambil

7  Puratuti, L. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kejahatan
Terorisme. Jurnal Ilmu Hukum, 38.
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tanggung jawab lebih besar dalam menciptakan lingkungan yang
aman, sehat, dan mendukung bagi perkembangan anak-anak.?

Eksploitasi seksual anak dalam pariwisata merupakan masalah
serius yang melanggar hak anak atas perlindungan dan keselamatan.
Kasus ini melibatkan anak-anak yang menjadi korban perdagangan
manusia, pelecehan seksual, atau prostitusi, yang berhubungan
dengan aktivitas wisata, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Masalah ini sering kali terjadi karena adanya permintaan dari
wisatawan atau individu yang mencari layanan seksual dari anak-
anak, sementara pelaku sering kali berusaha menghindari hukum
dengan memanfaatkan sektor pariwisata yang kurang diawasi
atau terstruktur dengan baik. Dalam banyak kasus, anak-anak
yang menjadi korban biasanya berasal dari keluarga miskin atau
terpinggirkan yang rentan terhadap eksploitasi. Pemerintah dan
lembaga internasional telah berupaya untuk menangani masalah ini
dengan merumuskan undang-undang yang lebih ketat, meningkatkan
kesadaran masyarakat, serta melibatkan sektor pariwisata dalam
mencegah eksploitasi seksual. Pihak yang terlibat dalam industri
pariwisata juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga agar
anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi. Namun tantangan besar
tetap ada, mengingat eksistensi jaringan perdagangan manusia dan
kekurangan pengawasan yang memadai di beberapa destinasi wisata,
selain penerapan hukum yang tegas, dibutuhkan kerja sama antara
berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak,
organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum, untuk mengatasi
masalah eksploitasi seksual anak ini.

Eksploitasi seksual anak dalam perjalanan dan pariwisata
(ESAPP) memang merupakan kejahatan berat yang melanggar hak-
hak anak dan merusak masa depan mereka. Seperti yang dijelaskan,
pelaku dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelaku preferential
dan situasional, keduanya sering memanfaatkan berbagai fasilitas
pariwisata untuk mengeksploitasi anak-anak. Berikut adalah
beberapa contoh kasus yang terjadi di berbagai wilayah dunia
yang menggambarkan dampak dari eksploitasi seksual anak dalam
pariwisata.

8  UNICEF (2004). UNICEF at a Glance, United Nations Children’s Fund. New York:
UNICEE hlm. 29.
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. Kasus di Asia Tenggara: Thailand, Kamboja, Vietnam, dan

negara-negara lain di Asia Tenggara, terkenal dengan masalah
eksploitasi seksual anak yang terkait dengan pariwisata.
Wisatawan dari berbagai belahan dunia, terutama dari negara-
negara Barat, sering datang untuk mengeksploitasi anak-anak
yang menjadi korban perdagangan manusia dan prostitusi.
Beberapa kasus melibatkan anak-anak yang dijual atau
dipaksa untuk melayani wisatawan di hotel, bar, dan tempat
hiburan. Pelaku preferential biasanya datang dengan tujuan
untuk mencari anak-anak sebagai korban, sementara pelaku
situasional sering kali memanfaatkan kesempatan yang ada di
destinasi wisata.

. Kasus di Amerika Latin: di beberapa negara Amerika Latin,

terutama Brasil dan Kolombia, anak-anak sering menjadi
korban eksploitasi seksual dalam industri pariwisata, terutama
di daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata pantai atau
tempat wisata terkenal lainnya. Pelaku sering memanfaatkan
ketidakmampuan ekonomi keluarga dan situasi sosial anak-
anak untuk menjerumuskan mereka ke dalam prostitusi. Dalam
beberapa kasus, jaringan perdagangan manusia bekerja sama
dengan orang dalam industri pariwisata untuk mendatangkan
anak-anak dari daerah pedesaan atau miskin ke kota-kota besar
untuk dieksploitasi.

. Kasus di Eropa: beberapa destinasi pariwisata populer di Eropa,

seperti Spanyol, Yunani, dan Italia, juga menghadapi masalah
eksploitasi seksual anak dalam sektor pariwisata. Di Spanyol
misalnya, anak-anak yang dijual oleh jaringan perdagangan
manusia sering ditemukan di kota-kota wisata besar. Pelaku
situasional sering kali datang sebagai turis yang memanfaatkan
kesempatan untuk mengeksploitasi anak-anak yang terjebak
dalam situasi rentan.

. Kasus di Afrika: di beberapa negara Afrika, seperti Kenya

dan Tanzania, anak-anak yang bekerja di sektor pariwisata
(misalnya, sebagai pemandu wisata atau penjual barang-barang
suvenir) rentan terhadap eksploitasi seksual. Wisatawan yang
datang untuk berlibur atau melakukan safari sering kali mencari
kesempatan untuk mengeksploitasi anak-anak. Meskipun ada



